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BAB III 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan hasil penelitian 

yang telah di analisis oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

berdasarkan data responden pemilik tanah harus memenuhi persyaratan 

berupa fotocopy KTP, fotocopy KK, surat keterangan dari kepala desa 

(pengganti surat kepemilikan alas hak tanah untuk masyarakat dengan tanah 

warisan) atau surat asli Hak kepemilikan tanah yang meliputi surat 

keterangan batas-batas lokasi tanah (untuk masyarakat dengan tanah jual-

beli), surat pengantar kepala desa (pengganti surat ahli waris/jual-beli), dan 

surat pengakuan diri. Responden yang mengikuti program PTSL 

menyatakan bahwa persyaratan dapat dengan mudah dipenuhi dan 

dilaksanakan dengan Program Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas 

Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Karo. 

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa Program Pelaksanaan 

Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap di Kabupaten Karo, Sumatera Utara sudah sesuai dengan Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 Tentang Pedaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap. 
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2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berikut saran kepada 

Pemerintah Kabupaten Karo dan Pemerintah Desa Perteguhen untuk 

melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait program Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk menanggulangi kesalah-pahaman 

dalam proses administrasi maupun biaya dalam pelaksanaan program PTSL, 

sehingga 25% tanah yang belum terdaftar di Desa Perteguhen, Kabupaten 

Karo dapat segera terdaftar. Pemerintah Desa juga diharapkan untuk lebih 

sigap dalam melakukan pengecekan berkas masyarakat sehingga 

menanggulangi sertipikat yang gagal terbit. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Wawancara bersama Analis Hukum Pertanahan Kabupaten Karo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Data Primer, Tahun 2024 

 

Lampiran 2: Wawancara bersama Kepala Desa Perteguhen 2024 
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Sumber data: Data Primer, Tahun 2024 

Lampiran 3: Wawancara dan Pengisian Kuesioner Bersama dengan Pendaftar 

PTSL 2022 Desa Perteguhen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Data Primer, Tahun 2024 
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Lampiran 4: Sertipikat PTSL 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Data Primer, Tahun 2024 

 

 




